Pemilik Pagar Laut di
Tangerang Diberi Waktu 20
Hari untuk Membongkar
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ORINEWS.id — Pemilik pagar laut bambu sepanjang 30 kilometer
di laut Kabupaten Tangerang, Banten diminta membongkar sendiri
pagar yang telah pasang.

Pemilik pagar yang masih misterius itu diberi tenggat waktu 20
hari untuk membongkar pagar secara mandiri.

Peringatan itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan
Perikanan, Pung Nugroho Saksono, ketika meninjau lokasi pagar
bambu di laut Tangerang, Kamis (9/1/2025).

“Kami beri waktu 20 hari untuk melakukan pembongkaran secara
mandiri,” kata Ipung, sapaannya, dari atas KP Orca 2, Kamis
malam.
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Pung menegaskan, jika pemilik pagar tidak segera membongkar
bambu-bambu itu dari lautan dalam waktu 20 hari ke depan,
petugasnya yang akan membongkar.

“Kalau tidak dibongkar kami dari KKP yang akan melakukan
pembongkaran,” ucap dia.

Namun, saat ini KKP bersama instansi terkait masih melakukan
penyelidikan mendalam dan akan segera mengungkap pemasang
pagar bambu itu ke publik.

Pung mengatakan, kegiatan pemagaran dihentikan lantaran diduga
tidak memiliki izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut (KKPRL) serta berada di dalam Zona Perikanan
Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang menimbulkan kerugian
bagi nelayan dan kerusakan ekosistem pesisir.

Ini juga sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti
Wahyu Trenggono, yang meminta bahwa segala kegiatan
pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan
berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan
perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini untuk
segera dihentikan.

Sebab tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) dan mampu
mengancam keberlanjutan ekologi.

Pung menjelaskan bahwa sebelumnya, tim gabungan Polisi Khusus
(Polsus) Kelautan Ditjen PSDKP serta Dinas Kelautan dan
Perikanan Banten telah melakukan investigasi di desa dan
kecamatan sekitar lokasi pemagaran laut pada September 2024.

Dari hasil investigasi dan Pengambilan foto udara/drone
pemagaran laut dimulai dari Desa Margamulya sampai dengan Desa
Ketapang.

Kemudian Desa Patra Manggala sampai dengan Desa Ketapang.
Diketahui konstruksi bahan dasar pemagaran merupakan cerucuk



bambu.

Melengkapi pernyataan Ipung, Direktur Pengawasan Sumber Daya
Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa lokasi pemagaran
berada dalam Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan
Energi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan
Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun
2023,

“Tim juga melakukan analisis foto drone dan arcgis, diketahuil
kondisi dasar perairan merupakan area rubble dan pasir dengan
jarak lokasi pemagaran dari perairan pesisir berdasarkan garis
pantali sejauh kurang lebih 700 meter. Berdasarkan e-seamap,
kegiatan pemagaran tersebut tidak memiliki Persetujuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL),” ungkap
Sumono. []



